
Bupati Bantul, H Abdul

Halim Muslih, yang me-

nyempatkan diri melakukan

kunjungan ke lokasi, Rabu

(17/1), mengatakan pembu-

didayaan lobster merupakan

hal baru yang harus dicoba,

mengingat Bantul memiliki

kekayaan laut yang belum

maksimal dimanfaatkan.

”Saya berharap budidaya

lobster laut ini berhasil.

Selanjutnya bisa kita bentuk

kelompok-kelompok pembu-

didaya lobster laut dan kede-

pannya mampu meningkat-

kan ekonomi dari sektor ke-

lautan kita, sehingga kese-

jahteraan nelayan bisa ter-

wujud lewat pembudidayaan

lobster,” harapnya.

Bupati berharap, Dinas

Kelautan dan Perikanan

bisa mengoptimalkan penge-

lolaan kekayaan laut yang

dimiliki Bantul, termasuk

budidaya lobster laut meru-

pakan komoditas yang har-

ganya cukup tinggi, bisa

mencapai Rp 1 juta perekor,

tergantung bobot dan jenis

lobster.

Menurut salah satu pem-

budidaya lobster laut, San-

coko, yang dibimbing Dinas

Kelautan dan Perikanan

Bantul, dirinya mulai men-

coba budidaya lobster laut

sekitar dua bulan lalu. Be-

nur atau bibit lobsternya di-

dapat dari laut selatan

Bantul. ”Benurnya atau

anak lobster kami mencari

di laut, ada juga yang dibeli

dari nelayan, kemudian kita

budidayakan di kolam yang

berisi air laut dilengkapi de-

ngan alat pengatur sirku-

lasi air dan oksigen agar

lobster tetap bisa hidup,” je-

lasnya. 

Sancoko membudidaya-

kan lobster diawali dengan

membuat empat kolam.

Setiap kolam diisi 25 ekor

anak lobster. Kini sudah

berumur dua bulan mempu-

nyai berat rata-rata satu

ons. Untuk lobster yang

boleh dijual minimal ber-

bobot 1,5 ons, kurang dari

1,5 bisa kena sanksi hukum.

Harganya juga masih ren-

dah.     (Jdm)-f

AGAR TIDAK MELANGGAR HUKUM

Dukung Capres, Harus Copot  Atribut Pejabat Publik
SLEMAN (KR) - Pejabat publik, TNI,

Polri, ASN, yang mau melibatkan diri

dalam kontestasi politik, harus melepas

atribut ‘Abdi Negara’ beserta dukungan

sumber dana dan sumber dayanya. Mereka

yang masih menduduki jabatan publik dan

melibatkan diri dalam proses pemilu, mem-

berikan dukungan pada calon tertentu,

atau sekadar cawe-cawe namun tidak

melepaskan atributnya, bukan saja tercela

secara etik, namun juga melanggar hukum.

”Jika mau mendukung paslon ya harus

copot atribut pejabat publik. Artinya ya

harus cuti. Kalau terlibat sebenarnya ya

harus  berhenti,” tandas pakar hukum ad-

ministrasi negara FH UII Prof Dr Ridwan

mengenai ‘Netralitas ASN, TNI, Polri dan

Penyelenggara Pemilu 2024’ di FH UII,

Jumat (19/1). Dialog dengan pengantar

Dekan FH UII Prof Dr Budi Agus Riswandi

.

Pakar Hukum Administrasi Negara FH

UII tersebut  mengungkap, isu  mengenai

netralitas ASN, TNI, maupun Polri sedang

sangat ramai diperbincangkan. Hal ini bisa

dimaklumi dengan masuknya pejabat pu-

blik seperti menteri, gubernur dan lainnya

menjadi tim sukses paslon capres. ”Upaya

menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri

harus dilakukan. Pemilu hingga puncak pe-

mungutan suara 14 Februari 2024 harus

terus dikawal agar demokratis, akuntabel,

dan bermartabat,” tandasnya. 

ASN, TNI, dan Polri lanjut Ridwan, sela-

ma menduduki jabatan publik dan men-

jalankan fungsi publik, harus paham bah-

wa ia menjalankan fungsi dan kebijakan

publik beserta dukungan sumber dana dan

sumber daya publik (ASN). Mereka menjadi

‘Abdi Negara’, pelayan publik, perekat dan

pemersatu bangsa. Karenanya, menurut

Ridwan ketika ada kontestasi politik khu-

susnya pemilu, mereka harus netral.

Mereka harus tetap mengenakan ‘baju di-

nas’, bukan ‘baju parpol’.

Karena itu, menurutnya ASN, TNI, dan

Polri tidak boleh menunjukkan keberpi-

hakan pada kandidat atau partai yang

menjadi peserta pemilihan umum baik

dalam Pilpres maupun Pemilu Legislatif.

Hal ini disebutnya sesuai Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

ASN, Pegawai ASN harus bebas dari pen-

garuh dan intervensi semua golongan dan

partai politik. 

Ridwan mengingatkan Bangsa Indonesia

akan ucapan tokoh bangsa bernama Ir

Soekarno yang menyatakan bahwa politik

mengenai 2 hal. Pertama adalah soal

bagaimana menghimpun kekuasaan dan

kedua bagaimana cara menggunakan

kekuasaan tersebut. Kalau cara menghim-

punnya saja dilakukan dengan cara

melanggar, bagaimana kekuasaan tersebut

akan digunakan?.

Dengan bahasa sederhananya, Ridwan

menafsirkan, kalau kekuasaan itu didapat-

kan dengan cara kurang terhormat, tentu-

lah akan digunakan dengan kurang baik. 

(Fsy)-f

MENJANJIKAN BAGI NELAYAN 

Budidaya Lobster Dicoba di Kawasan Pesisir

SLEMAN (KR) - Untuk

pencegahan kasus Polio,

Pemkab Sleman melalui

Dinas Kesehatan melaku-

kan Sub Pekan Imunisasi

Nasional (Sub-PIN) Tetes

Polio bagi anak usia 0 hing-

ga 7 tahun. Bupati Sleman

Kustini meninjau pelak-

sanaan Sub-PIN Polio yakni

di Kalurahan Donoharjo

Ngaglik, Jumat (19/1). 

Bupati menjelaskan, pe-

laksanaan tetes Polio ini

sebagai langkah preventif

dalam mencegah penye-

baran Polio masuk ke

Kabupaten Sleman. Meng-

ingat penyebaran Polio su-

dah masuk di beberapa da-

erah di Jawa Tengah, Ka-

bupaten Sleman harus me-

lakukan langkah pence-

gahan dini salah satunya

melalui tetes Polio ini.

”Saya mengajak seluruh

masyarakat Sleman yang

memiliki anak usia 0 sampai

7 tahun untuk diberi imu-

nisasi Polio di pos pelayanan

terdekat. Sehingga anak-

anak tetap sehat serta ter-

hindar dari Polio khusus-

nya,” ujar Bupati.

Sementara Kepala Dinas

Kesehatan Sleman Cahya

Purnama mengatakan, pe-

laksanaan Sub-PIN Polio ini

dilakukan 2 tahap yakni

tahap pertama mulai 15

sampai 20 Januari 2024 dan

tahap 2 mulai 19 Februari

hingga 24 Februari 2024.

”Tetes Polio diberikan se-

banyak 2 kali dengan jarak

minimal 1 bulan dan dapat

diperoleh gratis di Pus-

kesmas, Posyandu, TK,

Sekolah Dasar, MI dan Pos

Imunisasi lainnya,” jelasnya.

Cahya menambahkan,

vaksin yang diberikan yakni

NOPV tipe 2 yang mampu

memutus rantai penularan

Polio agar tidak berjangkit di

Sleman. Target pelaksanaan

Sub-PIN Polio di Sleman

sebesar 95 persen.      (Has)-f

Sleman Targetkan Vaksinasi Polio 95 Persen

BANTUL (KR) - Warga Padukuhan Tegalrejo

Srigading Sanden Bantul yang masih masuk

kawasan pesisir selatan Bantul, mencoba melaku-

kan budidaya lobster laut yang bibitnya diperoleh

dari laut selatan Bantul. Lobster memiliki nilai

ekonomis tinggi dibanding dengan ikan air tawar.
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Bupati berinteraksi dengan anak yang baru saja di-

vaksin di Ngaglik. 

KR-Judiman

Bupati Bantul ketika mengunjungi lokasi percobaan

budidaya lobster.


